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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADLU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB AGAM

Nomor: 0% /Perzinan/TK-SD/2017

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNAYYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

Menimbang

by

P

KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

@ bahwa berdasarkan sural permohonan darl pengelola PAUD BUNAYYA,

tanggal 23 Maret 2017 tentang Permohonan lzin Operasional PAUD,

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Agam Nomor. 421.1/1726/PAUD-DIKMAS/2017 tanggal 22 Marst 2017
kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PAUD,

¢ bahwa berdasarkan poin a dan b, Sural Kepulusan Lzin Operasional PAUD,
Jorong Saskand Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kab Agam perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
Polayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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(Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301),

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah

Penggantl Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Alas

Nomor 23 tahun 2014 tantang Pemenntahan Daerah Menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589),

3 Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pambagian Urusan
Pemenntahan Antara Pemenniah, Pameniniah Dasran Propingi dan Pamadiniah
Daerash Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Nomor AT3T);

4.Peraturan Pemeriniah Nomor 66 tahun 2010 lentang Perubshan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggarasan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23 Tamhahan Lambaran Negara Republik Indonesis Nomor
5105),

5. Peraturan Mentari Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini,

6. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 25
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Persturan Menter Pendidikan dan
Kebuduyaan Nomor 1 Tahun 2012 temtang Organisasi dan Tata Kerja
Kemanierian Pendidikan dan Kebudayaan,

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 ientang
Pendinan Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
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